
 

 
 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.1364, 2013 KEMENTERIAN KEHUTANAN. Kawasan Hutan. 
Pengukuhan. Perubahan.   

 
 

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA 
Nomor P.62/Menhut-II/2013 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR  

P.44/MENHUT-II/2012 TENTANG  PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan 
Nomor P.44/Menhut-II/2012, telah ditetapkan 
pengaturan tentang Pengukuhan Kawasan Hutan; 

b. bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang 
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2004, menyatakan hutan adat adalah 
hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat 
hukum adat; 

c. bahwa berdasarkan Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 
tanggal 16 Mei 2013 Mahkamah Konstitusi telah 
memutus permohonan pengujian konstitusionalitas 
terhadap Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat 
(1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 67 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, menyatakan 
ketentuan Pasal Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat (3), Pasal 
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5 ayat (1), ayat (2), ayat (3) tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, untuk 
menyikapi keberadaan masyarakat hukum adat dalam 
hutan adat perlu menetapkan Peraturan Menteri 
Kehutanan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Kehutanan Nomor P. 44/Menhut-II/2012 tentang 
Pengukuhan Kawasan Hutan; 

Mengingat  : 1.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2043); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 
Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3419); 

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 
1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4412); 

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang 
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4842); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4725); 

8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang 
Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5214); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang 
Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4833); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan 
Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5097) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5324); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5325); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang 
Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 124); 

16. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 
Nomor 55 Tahun 2013; 

17. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara 
serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 
Nomor 55 Tahun 2013; 

18. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang 
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II; 

19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut-
II/2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
376) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Kehutanan Nomor P.41/Menhut-II/2012 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
1025); 

20. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-
II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan 
Produksi yang dapat Dikonversi (Berita Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 377) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 
P.44/Menhut-II/2011 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 319); 

21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.34/Menhut-
II/2010 tentang Tata Cara Perubahan Fungsi Kawasan 
Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 378); 

22. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-
II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Kehutanan(Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 405) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 
P.33/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 779); 

23. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.47/Menhut-
II/2010 tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
551); 

24. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-
II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan 
Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 191) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-
II/2012; 

25. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-
II/2011 tentang Pedoman Pemetaan Kawasan Hutan 
Tingkat Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 193); 

MEMUTUSKAN : 
MENETAPKAN: PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG 

PERUBAHAN  ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN 
NOMOR P.44/ MENHUT-II/2012 TENTANG PENGUKUHAN 
KAWASAN HUTAN. 

Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 
P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012  Nomor 1242) diubah, sebagai berikut : 
1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 diubah dan ditambah angka baru yaitu 
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